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PERATURAN DAERAT KOTA KUPANG

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANMNG

RETRIBUST PEREZINAN SARANA KESEHATAN

DENGAN BAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.

s

WALTROTA KUPANG,

bahwa pelaksanazn  kewenanpan  wajib  oleh  daerah
Kabopaten/Kola sesual Peraturan Pemeriniah Momor 25 Tahun
2000 merupakan peliyvanan minimal dalam bidang kesehatan
antara lain eriang Penzinan Sarams Kesehatan,

balvwa retribuesi Penziman Sarann Keschatan  merupakan salah
sale kewenanpan wajib vang periv ditetapkan dongan Peraturan
Daenth,

bahwa berdasarkan perimbangan pada hurel 8 dan hura! b
tersebut diatas, maka perlu dibentuk dengan Peraluran Dperal
tentang Retribus Perzinan Sarana Kesehaton

Undang-undanz Nomor 64 Tabun 1958 Tentang Pembeniukan
Daemb-Dacrah Tingkat 1 Bal, Nusa Tenggara Baral, MNusa
Terppars Timur (Lembazan Nepars Tabun 19358 Nomor 15,
Tamhbahan | embaran Mesara Momor 1649);

Uindong-andang Nomeor & Tabwn 14981 tentong Hukum Acara
Pidana {Lembaran Moegera Tabun 1981 Nomoer 76, Tambaban
vumbaran Megara Nomaor | G35,

Undang-undang Nemor 23 Tahen 1992 Temang Kesehatan
(Lewbarpe MNegara Talum 1992 Nomer 100, Tambahan
Lembaran Mogura Momor 3455)

Undang=undang Momor 5 Tahur 1996 Tentany Pembentukan

Eatamadya Dasral Timgkat |} Rupany (Lembaran Negara Taban
1 9G6H Momor 43, Tonbmhan Lenbarsn Mogars Nomaor 3633}
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Undang-undang Mowor E8 Tanun 1997 Tentang Pajak Luerah
Den Retnbusi Dacrah (Lembaman Megara Tahon 1997 Nomor
41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3086), sehagaimana
tefah diwbah denpan Undang-undang Nomor 34 Tahens 2000
(lembaran Neparn  Tabun 2000 Nomor 246, Tambanai
Lembaran Megara 4048);

Undang-undars Nomor 22 Tahun 1999 Pemenntaban Dacrah
(Lembaran Megara Tabhun 199%  Momor 6. Tambahan
Lembaran Negam Nomer 3859);

Undang-undang Nemor 25 Tehun 1999 Tealang Penimbangan
rotangan antare Pemeriitazh Pusal dan Dacrah (Lembaran
Megarg Tahun 1999 Nemor 72, Tambahkan Lembaran Neears
Mumor 3848

Paraturan  Pemenntah Nomeor 658 Tehon 2001 tentang Retnhusi
Poerah (Lembaran Megara Tahen 2000 Romer 119, Tambahan
Loinbaran Megara Nomor 41399,

Peraturan Menten Dalam Negenn Homor 113/MenkesPen/ IV
1947, wentang Pedomaan Penvelenggaraan Optical;

Peraturan Memen Kesehatan Momor 220/ Menkes/Per/X11/1 986
teritung Urava Palayanaan Keschatan Swosta dibadang Medik,

Peraturan Momers Kesehatan: Nomor 92200 enkesPer0 19935
tentany Boiznivan Tata Cara Pemnbenan zin Apotek;

Fetattrsnn Menterr $ecehainn BMomar SEEMenbesPep™J 1044
entan e baeboralusiony Besehatan Swislig

Kepuiusan Menicn Kesehaian Momor 0291 28/6K/LX/1986
tervtang Meayvoluhan bagl Penssahaat Makanas Indusin Rurmah
Trnnge;

kopatuson AMenten Dalam Negen Momar U770 Takhun 1997
weniamg Prosedur Penpgesghan Peraturan Daemnh tentang Pajak
Duereh dan Retrbusi Daerah,

o Feputusan Menten Dalam pNegen Nomor |74 Tahun 1997

weriany Podomaan Toa Carp Pemunggetan Retribusi Dacrah

Wapiteesn Menter Oslam MNegerr Nomor & Tahun 19938
tentang  Benfek PMeratnran Paerah  dan Pertoran Deersh
Verchabhan;

Feputusan Menten Kesehatan dan Sosial Momor 1747/ Meankes-
boososSE 2000 tentang  Penclapan Sandar  Pelevinan
Minnimal dalam bidang Kesehatan d: Kabupalen/Kaia;

mepuiusan Menten Daolam Megen Momor 21 Tabun 2001
wentane Pepvizunan Materi dan mustan Produk-produk Sokum



19, Kewwrusan Menteri Dalam MNegersi Momor 21 Tahun 2001
femang denivk Produk-produs Hukum Dacrah;

2. Kevutusan Menton Dalam Nepern Nomor 24 Tohun 2001
tentang Lembaran Dazcah dan Berita Dagrah,

Sh Peratusan Duereh leta Rupang Momor 16 Tahan 2000 lentzng
Poinhentukan Organisasi dan Tats Keda Dinas Dagrah dan

Lembaga Teknis Dacesh (Lombasan Daceas Tabue 2000
Momor 16, Tambaban | ambarun Daerah Nomoe 72)

[engan persetu]isEn
PEWAN PERWAKILAN RAEYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMULTUSKAN.

Menamphan ¢ PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN

SARANA KESENATAN

BAal |
KETENTUAN UMUM
Pasal i

Dalam Peraturan Draerah i yang dimaksudkan dengan |

a
b.

[

- T
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Dacrahacalab Kota Kipang

Pemerintah Dacran adalah Kepala Dacrah beserta peranghatl daerah oionom yang lain

sehapal badan elzekutif daerah

Walikota adalab Waliketa Kupang.

Danas Keschnten adelah Dinas Keschatan Kota Kupang,

Kepala Dinas Keschatan adalah Kepals Dings Keschatsn Xota Konpanp.

Penyidik Pegawar Negen Sipil yang selenjutayn disebul PPNS adalah Pejabal
Pegawal Negen Sipil lertentu dilingkungan Pemenntzh Daerah yang berwewenangs
khusus oleh Undanp-undang wotuk melalukan penyidikan wecbadap pelangearan
Peraturan Dacrah,

Carane ¥esehatan adsiah iempat yang digunakan  untuk menvelenngarakan upaye
keschatan

Optical adalah suaty tempat dimana disclenggarkan pelayanan kacamaiz baik melalul
eesep Dokler muupun dengan melakukan pemeriksaan refraks: sendin.

Apotk adalah svatu tempal terentu, tempat dilakekan pekerjzan kefannasian dan
penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat

Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadep individy stz keluargn
dalam masyarakal vang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dobter umim
atau dokier gig:

Pelavanan Medik Spesifikast adulah pelayanan medix werhadap individu aao keluarga
dalam masyarzkal vang dilaksanakan oleh dokter spesighis atan dokler mm spesialis
atau kelompok dokier spesians.

Rumah Bersalin adaleh teropat yang menvelenggarakan pelavanan kebidaran
keluarag berencans serta perawatan bayt yang aaro lahir,

Palai Pengobatun adolah tempat wntuk membenkan pelayansn medik dasar secan
rawal jalam.
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Balai Kesejateeraan Ibu dan Anak (BKIA) adalah tempat uniuk memberikan
pelayanan Keluarpa Bevencana,

Retribusi Perizinan Samna Kesehatan adalab retnibusi atas setiap permohonan untuk
memperoleh [z Sarana Keschatan.

Badan adaiah sckumpulan omanyg dan / a@u persekutuan hukwn  yang merupakan
kesatuan bak vang melakukan usaha maupun vang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan coemanditer, perseoran lainnya, badan usaha
milik Negara stan Daerah dengan pama dan dalam bentuk apapun, firma, kongs,
kaperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpuolan, yayasan, orgamisast masa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejemis, lembaga, bentuk usaha tetap,
dan bentuk badan lainmya,

Obyek Rewribusi adalah setiap orang atau badan yang menyediakan sirana keschatan
non Pemerintah,

subjek Retnbusi adalah orang pnbadi atau badan vang dapat dikenakan Retribusi
Dazerah.

Wajib Retribugi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
Perundang-undangan Retribuzi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribust yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong Retnbus: lertentu.
Measa Retribusi adalah jengka waktu yang lamanya sana dengan 1 (satu) bulen
takwim atau jangka wakm lain yang ditetapkan denpan Kepuiusan Kepala Daerah,
Tahun Ketribusi adalah jangka wektu vang lamanya 1 {satu) tahun takwim kecuali
bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
takwim.

Retribusi vang terutang adalah Retribusi yang harus dibayar pada svatu saat, dalam
Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi, stau dalam bagian Tahun Refribusi
menurut keteniuan peraturan perundang-undangan retnbusi daerah

Pemungulan adalah sualu rangkaian kegialan mulai dar penghimpunan data objek
dan subjek retribusi, penentuan besamya retribusi yang terutang sampal Kegiatan
penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta penpawasan penyetorannya

sura? Pemberiiahoan Refribusi Daerah, vang dapat disingkat SPTRD, adaitah surat
vang alzh Wajib Retnbusi  digunakan uniuk melaporkan penghitungan dan / atau
pembayaran Retnbusi, Objek Retnbust | dan / atau harta dan kewajiban, menurut
ketentuan Peraturan Perundanp-undangan Retribusi Dacrah

surz: Setoran Retribusi Daemah. vane darat disingkat SSRD, adalah sorat vann alah
Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyveloran Retribusi
vang terutang ke Kas Daerah atan ke tempat pembayaran lain vang ditunjuk oleh
kepala Dacrah,

Surat Ketetapan Hetribusi  Daerab, vang dapat disiaghat SKRD, adalah sura
ketetapan Retribusi vang menentikan besarmya jumlah pokok Retedbust.

a. Sarat Ketetapan Reinbust Daecrak Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDEER,

adatai sural kelctapan Retribust yang mesentukan besarnya jumlah pokok Retribust
. Jumlah kredit Retribusi , jumiah kekurangan perbayaran pokok Retribusi , besamva
sanksi adminisirasi, dan jumlah vang masth narus dibavar,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kureng Bayer Tambahan, vang dapat disinghkat
SKRDERBT, adalah surat ketetapan Retnbusi  yeng menenmban tmnbaban atas
Jumlish Retribusi yany teiah ditetapkan,

Surat Ketetapen Retribusi  Daerah Lebih Bavar disingkst SERDLB, adafah surat
kelotapan Retnbusi yang menzntckan jumlah kelebihan Ketetapan Retribus Daerah
Lehib Hayar, vang dapat pesabayaran Retnbusi karena jumlah kredit Retobust lebih
besar daripada Retnbust vang lerutangatay tidak seharusnys teroiang,

Surat Eetetapan Retribasi Daerah Nibil, yeng dapat disingkat SKRDN, adalah snrat
ketetapan Retribusi  yamg menentukan jumleh pekok Retnbusi sama besarnya
dengan jumlzh krecdit Retribusi atsu Retnbus:  tdsk tenitang dan tidak ada kredit
It.r:‘n't:uﬂ
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ge. Hural Tapgthan Retribusi Daernb, vamg dapat dissngkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau
dendla,

af, Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalaban
tulis, kesalahan hitung dan ( atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertemtu
dalam perataran perundang-undngan Retribusi daerah yang terdapat dalam Surat
Ketetapan Retnbusi Daerah, Surat Ketetapan Retribus Daerah Kurang Bayar, Sural
Ketetapun Retribusi Daerab Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi
Dacrah Lebih Bayar, Suret Keictapan Retnbusi Dacrah MNikil ataw Surat Tagihen
Retribusi Daerah.

ag. Suret Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadan Sorat
Eetztapan Remnbusy  Daersh, Surat Ketelapan Remmbusi Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Rembusi Dserah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi
Daerah Lekith Bavar, Surai Keletapan Retribusi  Daerah Nihil amu terhadap
pemntongan alau pemungutan aleh phak ketiga yann diajukan oleh Wajib Retnbusi,

ah, Pulusan Banding adalah putusan badan peradilon Retribusi atag banding terhadap
Surat Kepuinsan Keberatan yang diajukan oleh Waiil: Retnbusi,

al. Pembukuan adalah svaly proses pencolatan yamg dilakukan secara teratar untek
mengumpuikan data dan informasi kevangan yang meliputi harta, kewajibar, modal,
pengnasitan dan biaya, serfa jumlah harga perolehan dan penyerahan barang ataw jasa.
vang ditutup dengan menyusun [Aporan keuangan berupa neraca dan laporan laba g
pada setian Tahun Retribesi berakhir,

BAL 1
PERIZINAN

Pasal 2

(L) Setap orang atzu Dadan Hokoum yang melakukan kepatannya untuk menyediakan
aarana Kesehatan chiwilayah dacrah, hanss mendapat izin dari Walikota,

(2} 1zin sehagaimana dimaksod avat { 1) bedlaku sclama 1 {satw) tahun,

{3} Tata cara pengajuan izin sarara kesehatan akan ditetapkan dengan keputusan
Walivos:

() Apabiia. izn vang elah dibenkan olen Walikota dipergunakan tidak sesual dengan
tejean alau perundkannva, maka dikenaker sanbor edwincsirast alag izin ersebho
ciembig

(=

| BAB 111
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBLSI

Psz=al 7

(1) Dengan nama Retnbus) Perijinan Sarana Kesehatan  dipungut retribust bagr- setiap
orang atau badan hukum yany mclaksanaican pelavanan keschatan non pemerintah;,

12) Otwek Kewribusi Perijingn farana Kesehatan meliputi ©

2. ijip Fralek Doktor Umiim;

n. inn Prakick Dakter Ga:

lin Praktek Dokter dan Dokwer Gigl Spesialis:

Iyn Prakiek Pengobatan tradisional;

ljin Sarena Apouk:

[jin Laboraloriim Swasta,

i O~ o PO
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melaksenakan pelayanan kesehatan,

Ljin Optikad,
lin BRRK 1A
ljin Rumah Sakit Berzaling

Serafikat Penyuluhan Mekanan dan Minuman indusin Rumah Tangga.
{3) Subyek retnbus adalah sevap orng prbade atsw badan yang memperoleh 1jin untuk

BaB iV

GOLONGAN RETRTAUST DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

{1} Retribust Perizinan Sarana XKeschatan digolonghan ssbagal Retribusi Penzinan lain-

lai

I,

{2} Betnbus Pernzinan barana Kesehatan dipungut diwilayan daerah Kota Kupang,

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN TASA

FPasal 5

Trngkat Pengguraan Jasa Parranan diukur berdasarkan jemis sarana kesehatan,

BAB VIl
FRINGIP DAN 5ASARAN DALAM PENETAPAN
TAKIF RETRIBUS!

Pogal &

(1) Prmaip oan sazaran dalam penetapan bBesarmya tani retnbuosi didasarkan pacla

pemberien i Samam Kesehatan,

(2) Biaya sehagaimana dirsaksud pada ayal (1) melipot biays pengendalian, pembinaan

dd

M PERERWASA.

STRUKTUR DAN B

HAR Vil
ESARNY A TARIF RETRIBLST

Pasal 7

(1% Struktur dan besamya Retribus digolongkan berdasarkan jeis Serana Kesehatan,
(2} Struktur dan besarmyva tanl retribusi sehapaimana dimsksud pada ayat (1) Pasal i
adalah sebagai benk

a.

d
e

1zin prakiek Dakter, Dakter Gig: dan Pengobatan Tradisional
b, bzin prakiek Dokier Spesishis dan Dokter Gigl Spesialis
£

|zin Sarann Apotik
Clan Laboraunum Swastn
lzim Oiptikeal

Rp. 120.000-
Fop. 200.000,
Rp. 300.000,-
Rp. 100,000,
Rp. 100.000,.-
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£ lzin BR/BKIA Ry, 200,000 -

g lzin Rumah Sakit Bersalin Rp. 300.000,-

h, Sertifikat Penyuluhan Industrs Rumah Tangga Rp. 25.000.-

i. Toko Ohat Rp. 100.000-
BAB VIl

MASA RETRIBLSI SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG

Pasal B

Masa Remnbusi Sarana Kesehatan adalah Surat Permohonan diajukan untuk memperolah
1zin sarana kesehatan sampai dengan selesainya izin sarana kesehatan tersebut.

Pagal 9

Sugl Rewibusi Terhutang adaleh berdasarkan jenis sarane keschatan vang rtelah
mengajukan permohonan dan ditetapkan demgan perincian besarnya retribust sarana
keschatan.

Paszal 10

Surat Pemberntahuan terhutang adalah suaty surat yang memuat perincian besarnya
reLnbust serla jemis sarana kesehatan yang memperoleh izn.

BARB IX
PENETAPAN RETRIBLSI

Paszal 11

(1} Penstapan retribusi berdasarlan pemberitalnian retnbusi deciah yang selanjutmya
diigihas SPTRTY diovin, somapiilinn SO

(2) Dalam hal SPTR tidak dipenuhi oleh wajth reiribust sebagiamana mestinya maka
diterbitkan SKRD sscara jabatan,

{2) Bentuk dan s SKRE? sebagaimana dimaksud pada ayat (2] pasal im ditetapkan oleh
Walikota Kupeng,

T

BAB X
TATA CARA PEMBAY ARAAN

Pasal 12
(13 Pembaynran reiribust yang terhutang harus dilunasi secara tuna;
{2} Retribusi vang terhutang dilunas pada sast izin sarana kesehatan diterima;

{31 Taie cara pembayaraan dan penvetoran dan tempat pembayarasn retribusi ditetepkan
oleh Walikoua,

3
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(1

(2)

(1)

Pacal 13

Pembayaran retribusi  penzinas sarana kesehatan dilakukan di Kes Daersh atau
tempat lain yang ditunjuk sesual wakiu yang ditenfukan dengan menggunakan
SKRD, SKRD jabatan den SKRD Tambahan;

Datam hal pembavaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka selambat-
lambatnva 1 x 24 jam atau dalam wakiv vang telah dilentukan oleh Walikota,
penyimpangan verhadap avart int dikenakan sanksi administrasi;

Apabila pembayvarasn retribusi dilakukan setelah lewad walau yang ditentukan. maka
dikenakan sanksi admimstrasi berupa bunga 2 % {dua persen) dengan menerbitkan
STRD.

Pasal 14

Pembayaran relrihus: sebaszaiman dimaksud pada Pasal |3 Persturan Daerah ini
diberiizan Tanda Bukti Pembayaran;

Setiap pembayvaran dicatat dalam buku penenmaan;

Bentuk, 181, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditctapkan
oleh Walikota, '

Pasal 15

Semua penerimann vang bersifal jasa perizinan sarana kesehatan merupakan
Pendapatan Pemerintah Daerah yang disetor ke Kas Deersh sesuai Perundang-
undangan vang berlaku;

Semua Pendapatan yang bersifat jasa atas perjalanan petugas ke sarana keschatan
dikembpalikan ke Dinas Kesehatan Daerah dam pengelolaannya diserahkan kepada
Kepala Dinas Keschatan.

BAB XI
BIAYA PEMUNGUTAN

Fasal 14

Kepada instansi pemungut dibenkan insentif sebesar 5 % (lima persen) dan zetorn
Bruto,

(2) Tata cara pembayaran upah pungut disasuatkan dengan ketemtuan Perundang-

undangan vang berlake,

BAB XII
CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Penagnhan retmibusi difakukan puda sea! pemohon menérima 1jm sarana kesehatan

(2]

dengan mengeunkan SKRD atau STRD;

Bentuk-bentuk  formulir yang digmmakan untuk pelaksamaan penagiban retnbusi
sebugaimana dimaksud pada avat (1) Pasal il dwetapkan dengan keputusan
Welikota

Bkl



BAR X1l
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal | B

(1% Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribust,

(23 Tats cars pemberian pengurangan. kennganan dJdan  pembebasan  retibus
sehagnimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan
Walikota,

BAB XIV
CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN E{I‘TFTAPAH PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRAS! DAN PEMBATALAN

Pasal 19

{1} Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tubis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan
dalam pencrapan peraturan perundang-undangan retribusi;

(2} Wajib Retribusi dapal mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan
sanks administrasi berupa bunga uang den kenaikan retribust vang terhutang dalam
canksi tersebul dikenaken karena kekhilafan wanb rtetribus: atan bukan karenz
kesalahannya,

(3} Wajih rembus: dapai mengajukan permohonan pengurangan atau pembaitalan
ketetapan retnbusi yang tdak benar;

(4} Permohonan dimaksud pada avat (1), (2) dan (3] Pasal im hams disampakan secars
lertulis kepada Walikola atau pejabat vang diturguk paling lama 30 han sciak
diterima SKRD atan STRD dengan membenkan alasan vang jelas dan yakin untuk
méndukung permohonannva;

{30 Reputusan permohonan sehagaiman dimaksud pada ayat (4} Pasal i dikeluarkan
nleh Wahkola atau pejabal vang ditunjuk paling lambat 2 [(vga) bulan sejak sural
permahonan l::litan.

16} .Iui.l:ﬁ.il.hl.u = |_-..1 i lowmgomt. T baiam I.-. .,l an e -.In,... .-..m.-.-n.. Arm,..[nq-l.ln] “.u|.-., v 2 Paual e
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Walikota ataw pl:]ahm }I:-mg dnLLnJu!-'. liduk memhenkan in:'pu!.qun mﬂka pEr"nﬂhﬁnﬂn
pembetelan,  pengurongan  kelclapan ghapussn  alBu ponpurangEn  sanksi
admnumstras dan ponbatalan dianggap dikabul-kan;

17y Walikota dap membenkan inseriif berupe  pengurangan retrbust terhadap wajth
retnbus! vang setia melaksanakan kewapibannya.

BAB XY
FEBERATAL

Prsal 2

{1y Waith Remnbusi dapat mengzjokan permohonan keberuian SKRD atau STRIY,

i %5 Pernshonan keheraian schegaimana dimaksad pada ayat {1} Posal im0 hars
disampatkan serarm jertulis kepada Walikola atau pejabat vang ditunjek paling lama
V(liga) bolan seiak SKRT dan STRD diterbitkan,
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{31 Penpajuan kebaratan bdak menunda pembayaran:

(4} Permehunan kebemban sebagamana dimeksed  puda avat (1) dan ayat (2) Pasal im
harus dipouskan pleh Walikels alav poiabat vang dilunjuk datam jangka waktu
pating lama 12 (dus helas) balan sejak tanggal sweat permohonan keberatan diterima.

BAR XV
PENGEMBALIAM KELEBIHAHM PEMBAY ARAN RETRIBUS]

Pasal 21

(1) Wajib retiibuss harus mengnjukan permohonan secare levluhis kepada Walikota untuk
porhitunean pengembabian kelebihan retribusi;

(2] Atas dasar permnolionan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Posal im kelebihan
pembayaran remibust dapat langsung diperhitunglean terlebih dabulo dengan vang
redribusi dan alow senksi administras: berupa wang;

(3} Atas dasar permohorar s=hagaimana dimaicsud pade ayat (2) Pasal ine yang berkak
atas kelebihan pembayaran lersebut dapal diperbitungken dengan pembayaran
retribusi sclanjuinya.

Pasal 12

(1) Palam hal keicbiban pembayaran retribusi yang masth tersisa setelah dilakukan
perhitungan sehagmimana dimaksud pada Pasal 21 Persturan Deerah ini diterbitkan
SEPDLE paling lambat | {satu) bulan sejsk diterimannya permohonan pengembalian
kelehihan pembayaran retribusi,

(2) Kelelwhan  permbayaran retribusi szbagaiman  dimaksud oyat (1) Pasal i
dikembatikan kepada wayib retribusi paling lambat scjak diterbitkan SKRDLE.

Pasal 23

~ (1) Pengembalian schagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini dilakukan

dengan menerbitkan SKRDLI.
(2] Amas dasar perbmungan dimaksed pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini diterhitkan
Dukll pemindehbubkuen vang berlaky juga sebaga bukti pembayaran.

BAR KVII
GUGUR

Paszal 24

(1) Hizk uniuk melakukan penagihan ceiribusi, gugur setelash melampaw jangka waktu 2
{kpa) tahun terbitung sani terutang retnibusi, kecual: apabile wajib retrbusi
melakukan timdak pidana dibidang retribusi;

(2) Gugur penagiban retribusi sebagimana dimaksud pada avat (1) Pasal int tentangguh
apabila ;

a. Diterbitkan Surat Teguran;
b, Ada pengakuan nutang retribuse dan waplh retnbass hatk lanosong maspun fidak
langsung.

i S



BAS XVII
SANKS! ADMINISTRASI

Pasal 25

Wajib retribusi terlentu sesuai Pasal 8 Peratwran Daersh im yang tidak membayar tepat
pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bizya
schesar 2 % {dua persen) setiap bulen dari reinbusi yang terhutang yang tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagiban retribusi daerah

HAR XIX
EETENTUAN PENY [DHEAN

Paszl 26

{1) Pejabat Pegawat Negen Sipil tedentu di lingkungan Pemenntah Dasrah yang diben
wewenang khusus sebapai penvidik untuk melakukan penvidikan tindak pidana di
bidang retribusi |

{2 Wewenang penyidikan schapgaimana pada ayot (1) Pazal im adatah

ok

b,

=
-

i

m,

Menerima, mencard, mengumpulkan dan menelitt keterangan  atae  laporn
berkenaan dengan tindak pidana di bidangz retribus: Daerah apar keicrangan atau
laparan tersebul mengadi lengkap dan jelas.

Menelit, mencar dan mengumipuikan keterangin mengenat orang pribadi atau
badan tentang keberaran perbuatan vanp dilakukan sehubungan dengan tindak
PRdiing i Sasinl

Meninta keterangan den barang buktl dan oreng pribadi atau Badan schubimgan
dengan tindak pidana di bidang retribust Daerah.

Memenksa buku-buiy, cataten-cataisn dan dokumen-dokumen lain berkenzan
denpan tindak pidann di bidang retnbues) daerah,

Melakukan pengeeteduan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan
dan dokumen-dokumen lan, <eds melakukan penyitaan ferhadap barang buki
1ersebut

Dhularm Leadann perla dan sanpst mendzsak penyidik dapal melokukan peryitaan
mnpe sural Ajin terichin dzhula, sesaal setelah melakekan penyitnan periu
melapokan Kepada Kot Mengadhion Negen selempst

Memine mantgan tengga ahly dalam rangka pelaksannan tugas penyidikan tindak
pidana di brdsng retnbuesi daerah,

nenverun borhoatt  ann otan welamng seseorang meninggalkan ruangan atau
temipal pads sanl pemenksoan sedang berdanesung dan memernikia ideniitas orang
d=n atau dolkuman wing dibavwa sehagrimana dirmaksud huruf e diatas

Miemotret sosecrang veng borkanan denpan tindsk pidens dibidang retribus
daerah,

Mersanggi! orang untuk didengar keterangannyva dan diperiksa sebhagai tersangka
dlau szksi

henghentikan penyehdikan

Mezlokukan tndakan lain vang perlu univk kelancaran peryidikan lindak pidans
thibidang retiibust deerab menorut hukum yang dapat dipsnangeungjawsbkan
PPNS dapat rnemminin bentean tekms pemyndikan dar Pemyichk POLEL

Penyidikan schagaimana dimaksud pada avat (1) pasal im memberitahukan
dimulainva penvidikan dan menyzmpaikan hasil penvidikannya kepada penuniut
LTTLLLERL.

HE )




BAB XA
KRETENTUAN PIDANA

Pasal 27
(1) Waph rembust vang  Wdgk melaksanakan  Kewanibannya sehingga  merugikan
kevangan Doceah diancam padans Korungan paling lams 6 {enam) bulan atau denda

paling banyak 4 ferpat) kah jumlah reinbus terhuteng;
(2) Tindak Pidans sebagaimana dimaksud pada ayal (1) Pasal ini adalah pelanpgaran,

BAD XXl
RETENTUAN PENLITLP

Pasal 28

Hal-hal vang belum diatur  dalam Peraturan Dacrah ini scpanjang mengenai telovs
pelaksanaannyva akan diselepkan dengan Keputusan Walikota,
Pasal 29

Peraturan Dagrah inl berlaku pada tangpal diundangkan.
Agar sztiap mang mengetzhmnva, memerntahkan pengundangan Peraturan Daerah ine
dengan penempatannya daiam Lembaran Daerabh Kota Kupang,

itetapkan di Kupang

Pada tangga! 14 Agustus 2002

WALIKOTA KUPANG,
Cap & ud

S K. LERIK
Diundanigkan di Kupang
Pada langgal 19 Agustus 2002

SEERETARIS DAERAH KOTA KLIFANC,
Cap & 14

NITHANEL NOMESED

LEMABAR AN DATLRAH KOTA RUPANG TAHUN 2002 NOMOR 19
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOME T4 TATILN 2002

TENTANG

RETRIBUS!I PERIZINAN SARANMA KESEHATAN

LM UM,

Bahwa dalam pelaksanaan otonoms daerah berdasarkan Undang-undang
Momor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintaban Daerah, maka Pemenintah Kota
Kupang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Sarana
Eesehatan guna meningkstkan  pelavanan  keschatan kepada masyerakat,
sehingea mutd dan jumilah saranz kesehatan swasta di Daerah perlu ditinghatkan
dan diteriibkan.

Bahws dalam rangha memngkatkan mutu dan jumlah sarana keschatan
swasta dumaksucl, maka perlu menelapean besarnya retnbusi perizinan sarana
kesehatan vang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan keadaan sosial
masvarakal sehubungan dengen berlakunya Undang-undang Momor 18 Tahun
1997 tentaug Pajak Dacrah dan Taenf Retribusi Dasrah Perizinan Sarana
Resehitan swasta i dacrah berdasarkan pada beberapa pertimbangan vaity
A Sistem Kesehatan Mastonal, bahwa upave kesehaian menjadi tanpgungjawab

Bersama antara pemenniah dzn masyarakat
b Fungsi Sosizl Samn keschatan swasta di dacrah vaity memben kesempatan
kepada semua wargn negava untul memperoleh pelayanan kesehatan.
¢ Keschatan bukan segalanva namun tanpa kesehatan segalanya tidak berarts.
Untuk it Pemenmah Kota melalm Dewan Perwakilan Eakyvat Dacreh Kota
Kupang mcnetapkan Peraturan Daerah tentang Reiribusi Perizinan Sarana
tacimiiil,

PASAL BEMI PASAL

Masal | &/d pasal 2% : cukun jelas

TAMDBAHAN LEMBARAN DAEEAR KOTA KUPANG NOMOR 100
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